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LATAR BELAKANG 

 

Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur 

Kalimantan Tengah No. 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, 

Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah. Peraturan Daerah 

No. 4 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi 

Kalimantan Tengah. 

 

VISI DAN MISI 

 

A. VISI 
 

Terwujudunya sistem transportasi yang handal dalam Kerangka Pembangunan 

Kalimantan Tengah menuju Kalteng BERKAH (Bermartabat, Religius, Kuat, Amanah 

dan Harmonis). 

 

B. MISI 
 

1) Meningkatkan pelayanan transportasi yang aman dan nyaman; 

2) Meningkatkan dan mengembangkan sarana dan prasarana transportasi guna 

terciptanya keselamatan transportasi. 

 

TUGAS POKOK DAN FUNGSI 

 

A. TUGAS POKOK 
 

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No. 42 Tahun 2016 tentang 

Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan 

Tengah memiliki tugas pokok membantu Gubernur Kalimantan Tengah dalam 

melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang Perhubungan 

sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-

undangan. 
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B. FUNGSI 
 

Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah menyelenggarakan fungsi, antara 

lain : 

 

1. Perumusan kebijakan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, perkeretaapian, 
pelayaran, dan penerbangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas 
perbantuan yang ditugaskan kepada daerah provinsi; 

2. Pelaksanaan kebijakan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, 
perkeretaapian, pelayaran, dan penerbangan yang menjadi kewenangan 
daerah dan tugas perbantuan yang ditugaskan kepada daerah provinsi; 

3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, 
perkeretaapian, pelayaran dan penerbangan yang menjadi kewenangan 
daerah dan tugas perbantuan yang ditugaskan kepada daerah provinsi; dan 

4. Pelaksanaan administrasi Dinas Perhubungan Provinsi; dan 
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan 

fungsinya. 
 

 

SUMBER DAYA MANUSIA DINAS PERHUBUNGAN PROV. KALTENG 

 

A. SUSUNAN ORGANISASI 
 

Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah, terdiri atas : 

 

1. Kepala Dinas. 
 
2. Sekretaris, terdiri atas: 

a. Sub Bagian Penyusunan Program; 
b. Sub Bagian Keuangan, Umum dan Kepegawaian. 

 
3. Bidang, terdiri atas: 
 

a. Bidang Lalu Lintas Jalan terdiri atas: 
1) Seksi Manajemen Lalu Lintas Jalan; 
2) Seksi Rekayasa Lalu Lintas Jalan; 
3) Seksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 
 

b. Bidang Angkutan Jalan, terdiri atas: 
1) Seksi Angkutan Orang Dalam Trayek dan Terminal; 
2) Seksi Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek dan Angkutan Barang; 
3) Seksi Pemaduan Moda dan Pengembangan. 

 
c. Bidang Pelayaran, terdiri dari: 

1) Seksi Kepelabuhanan; 
2) Seksi Badan Usaha dan Jasa Terkait Angkutan Pelayaran; 
3) Seksi Angkutan Pelayaran Rakyat dan Angkutan Sungai, Danau, 

dan Penyeberangan. 

http://www.dishub.jabarprov.go.id/index.php/transfortasi-darat/41-kelembagaan/120
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Bagan 1. Susunan/Peta Organisasi Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

KEPALA BIDANG  
PELAYARAN 

 
SYAHRANI, SE 

NIP. 19660604 199009 1 001 

 

KEPALA SEKSI 
Manajemen  Lalu Lintas Jalan 

 
 

LODEWIK 
NIP. 19641102 198603 1 012 

 

KEPALA SEKSI 

Rekayasa Lalu Lintas Jalan 

 

 

AGUSTINUS SUJATMIKO, ST, 

MT 

NIP. 19720903 199803 1 010 

KEPALA SEKSI 

Keselamatan Laluu Lintas dan 

Angkutan Jalan 

 

ADI RISWANDI, ST 

NIP. 19780914199703 1 002 

 

KEPALA SEKSI  
Angkutan Orang Dalam Trayek 

dan Terminal 
 

DAVI, ST 
NIP. 19721020 199210 1 001 

 

KEPALA SEKSI 

Angkutan Orang Tidak Dalam 

Trayek dan Angkutan Barang 

 

TERJO PIU, SE 

NIP. 19610317 198511 1 001 

 

KEPALA SEKSI 

Pemaduan Moda dan 

Pengembangan 

 

ANANG RAMLAN, SE 

NIP. 19640727 198403 1 003 

 

KEPALA SEKSI 

Kepelabuhanan 

 

SITI NUR'AINI, ST, MT 

NIP. 19800701 200112 2 001 

 

KEPALA SEKSI 

Angkutan Pelayaran Rakyat  

dan ASDP 

 

M. FAJAR QOMARU ZAMAN, S.SiT 

NIP. 19851230 201001 1 004 

 

KEPALA SEKSI 

Badan Usaha dan Jasa 

Terkait Angkutan Pelayaran 

 

AGUSTINUS PRIMAYUDI, S.SiT 

NIP. 19670210 199103 1 007 

 

KEPALA  DINAS 
 

ATI MULYATI, SE 
NIP. 19630518 199203 2 004 

SEKRETARIS 
 

Dra. ISNANIAH  
NIP. 19631010 199002 2 003 

 

KASUBAG KEUANGAN UMUM 
DAN KEPEGAWAIAN 

 
JOKO TRI WAHYONO, SE 

NIP. 19770624 199703 1 006 

KASUBAG PENYUSUNAN 
PROGRAM 

 
SLAMET WIDODO, SE 

NIP. 19670302 199003 1 014 

KEPALA BIDANG  
LALU LINTAS JALAN  

 
ANDREAS P. SANTSA, ST, MT 

NIP. 19720326 199803 1 004 

 

KEPALA BIDANG  
ANGKUTAN JALAN 

 
Ir. KERRY NAFTALIE ANTANG, MT 

NIP. 19610809 199205 1 001 

 



 

 

 


